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P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sengeti yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus

perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,

pekerjaan Honorer, tempat tinggal di  Kabupaten   Muaro Jambi,

Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,

pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Muaro

Jambi, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para

saksi di persidangan dan memeriksa seluruh alat bukti dipersidngan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tertanggal  09  April  2019

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Sengeti.,  Nomor

195/Pdt.G/2019/PA.Sgt., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang

isi pokoknya sebagai berikut:

1.  Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

di  Kantor  Urusan Agama (KUA)  Kabupaten Temanggung,  Provinsi  Jawa

Tengah  sebagaimana  tercatat  dalam  Akta  Nikah  No.  202/22/VII/2012

tertanggal 31 Juli 2012;  

2.  Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk
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rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah

Swt;   

3.  Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman kontrakan di Yogyakarta selama sekitar;   

4.  Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri  dan sudah dikaruniai  satu

orang anak , Perempuan, Lahir Pada Tanggal 24 September 2012 di Jambi;

 

5.  Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga

dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan sekitar bulan Agustus

tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar bulan agustus tahun 2012

sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;   

  - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai

isteri saat menikah dengan Penggugat;  

   -  Tergugat tidak terbuka dalam banyak hal kepada Penggugat;  

    -   Tergugat  sejak  menikah  hingga  sekarang  tidak  pernah  kasih  nafkah

kepada Penggugat;  

    -  Tergugat sejak 2 (dua) bulan menikah dengan Penggugat meminta izin

kepada  Penggugat  untuk  pergi  merantau  mencari  pekerjaan,  akan

tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah peduli dengan Penggugat

dan anak;  

6.  Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada sekitar akhir tahun

2012, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;  

7.  Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;  

8.  Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

yang diuraikan diatas  sudah sulit  dibina  untuk  membentuk  suatu  rumah
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tangga yang sakinah,  mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian;  

9.  Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  permohonan  Penggugat

untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap  Tergugat  atas  dasar

pertengkaran yang terjadi  terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk

menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;   

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;   

  Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2.  Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat

(Tergugat);  

3.  Membebankan biaya perkara sesuai hukum;  

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

 Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa  sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara,  Majelis  Hakim  telah

mewajibkan  para  pihak  untuk  menempuh  proses  mediasai  dan  untuk

kepentingan itu Majelis Hakim memberikan  kesempatan kepada para pihak

untuk  berunding  guna  memilih  mediator  diantara  mediator  yang  telah

disediakan oleh Pengadilan Agama Sengeti atau mediator dari luar Pengadilan.

Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk

menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang

bernama Dra. Emaneli, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sengeti) dan hasil dari

laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai
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kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim

selama  persidangan  berlangsung  tetap  memberikan  nasehat  kepada

Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun

Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, Tergugat pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang

isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak  memberikan

jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

gugatan  Penggugat  yang  isi  pokoknya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat

tanpa ada perubahan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 202/22/VII/2012, atas nama Penggugat

dan Tergugat,  yang dicatat  dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung,

Provinsi Jawa Tengah, tanggal 31 Juli 2012. Alat bukti surat tersebut telah di-

nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis

telah diparaf dan diberi kode (P);  

II. Bukti Saksi

1. Nama  saksi  1,  umur  42  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Petani,  tempat  tinggal  di   Kabupaten  Muaro  Jambi,,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-  Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, setelah menikah Penggugat

dan  Tergugat  tidak  pernah  tinggal  serumah  karena  setelah  akad

nikah,  Tergugat  pergi  meninggakan  Penggugat, Penggugat  dan

Tergugat telah dikaruniai satu orang anak; 
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- Bahwa  sejak  awal  menikah,  rumah  tangga  mereka  sudah  tidak

harmonis,  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  dengan  kondisi

Penggugat sedang hamil tujuh bulan, kemudian setelah akad nikah

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 

-  Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak

7(tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang; 

-  Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat

juga kembali  ke rumah orang tuanya,  selama berpisah Penggugat

dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi; 

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berkumpul untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. Nama  saksi  2,  umur  47  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Petani,  bertempat  tinggal  di   Kabupaten  Muaro  Jambi,  di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

-  Bahwa saksi adalah Paman Penggugat setelah menikah Penggugat

dan  Tergugat  tidak  pernah  tinggal  bersama, karena  setelah  akad

nikah  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat Penggugat  dan

Tergugat telah dikaruniai satu orang anak; 

-  Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  harmonis, saksi  tidak  pernah melihat  dan mendengar

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada waktu menikah

Penggugat dalam keadaan hamil tujuh bulan; 

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak  7

(tujuh) tahun  yang  lalu  sampai  sekarang  Tergugat yang

meninggalkan Penggugat, saat ini Penggugat tinggal bersama orang

tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa tidak, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi  pihak keluarga sudah pernah berkumpul

untuk  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  juga  tidak

berhasil; 
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Bahwa, kemudian  Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan,

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan

mohon  kepada  Majelis  Hakim  segera  menjatuhkan  putusan  dengan

mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang

terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang

merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim

telah  memerintahkan  Jurusita  Pengadilan  Agama  Sengeti  untuk  memanggil

Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan berita acara relaas panggilan, ternyata

pemanggilan  terhadap  Penggugat  dan  Tergugat,  telah  dilaksanakan

berdasarkan  petunjuk  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009

perubahan  kedua  terhadap  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama juncto Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg juncto Pasal 26 ayat

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  dengan demikian

harus dinyatakan bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat. resmi

dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,  Penggugat

dan  Tergugat telah  datang  ke  persidangan,  dan  masing-masing  dapat

mengemukakan kepentingannya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat secara maksimal baik dengan menasehati  Penggugat

dan Tergugat di persidangan, maupun dengan memerintahkan  Penggugat dan

Tergugat  untuk menempuh proses mediasi sebagaimana  Pasal 154 R.Bg dan

petunjuk  Pasal  4  Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, bahwa  dalam  perkara   perdata  inklusif
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didalamnya  mengenai  perkara  perceraian  wajib  dilaksanakan  mediasi,  oleh

karena  itu  kedua  belah  pihak  telah  menjalankan  proses  mediasi  dengan

mediator  yang  bernama  Dra.  Emaneli,  M.H. (Hakim  Pengadilan  Agama

Sengeti). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil

mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang,  meskipun  telah  diupayakan  proses  mediasi,  namun

berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Majelis

Hakim  tetap  berusaha  mendamaikan  dengan  cara  menasihati  Penggugat

supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan

tetapi  Penggugat  tetap  ingin  bercerai  dengan  Tergugat  sehingga  tetap

melanjutkan proses persidangan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  gugatan  Penggugat,  Majelis

Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa

perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang

tercantum  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang

Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan

ketentuan Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama  Sengeti berwenang  menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Tergugat  dan  belum  pernah  bercerai  dan  rumah  tangganya  sudah  tidak

harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat

sebagai  isteri  memiliki  hak  untuk  mengajukan  perceraian  ini  ke  Pengadilan

Agama  (persona  standi  in  judicio) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan   jo.  Pasal  73  Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  yang  terdapat  dalam  gugatan

Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat

adalah  adanya  sengketa  perkawinan  yang  menjadikan  Penggugat  ingin

bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran

yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas

dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;    

2. Menceraikan  perkawinan  Penggugat  (Penggugat)      dengan  Tergugat

(Tergugat;

3.  Membebankan biaya perkara sesuai hukum;  

 SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

     Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,  dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa untuk  dikabulkannya  gugatan  perceraian  karena

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  harus

memenuhi  beberapa  unsur  sebagai  berikut:  (1)  Rumah  tangga  sudah  tidak

harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk
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rukun  kembali.  (3)  Pengadilan  sudah  berusaha  mendamaikan,  namun  tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir

lagi, sehingga  jawaban  Tergugat tidak dapat didengar, Majelis Hakim menilai

bahwa dalil-dalil Penggugat telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip

mempersulit  perceraian  dalam  artian  warga  negara  Indonesia  tidak  dapat

mempermainkan  lembaga  pernikahan  yang  sakral  dengan  seenaknya

melakukan  perceraian  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  peraturan  perundang-

undangan.  Disamping  itu  dalam hukum Islam pernikahan  bukanlah  sebagai

ikatan  perdata  biasa  akan  tetapi  sebagai  mitsaqan  gholidhon (ikatan  yang

kokoh),  sehingga  bagi  suami  isteri  haram hukumnya  bercerai  tanpa  alasan

yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada

istilah  kesepekatan  bercerai  tanpa  alasan  yang  sah,  hal  ini  berdasarkan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  863  K/Pdt/1990  tanggal  28

Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara

perceraian  semata-mata  didasarkan  pada  pengakuan  dan  atau  adanya

kesepakatan  saja,  karena  dikhawatirkan  timbulnya  kebohongan  (de  groten

langen). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  Perkawinan  menentukan  bahwa  gugatan  perceraian  karena

alasan  perselisihan  dan  pertengkaran,  Majelis  Hakim  harus  terlebih  dahulu

mendengarkan keterangan dari  pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

dengan suami isteri  tersebut.  Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk

membuktikan dalil-dalil  yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal

283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatanya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P)

dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu:  Damin bin Hadi

Karyono dan Parjimin bin Hadi Karyono
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Menimbang,  bahwa  bukti  surat  bertanda  P  setelah  diperiksa  dan

dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  bukti  tersebut  merupakan  akta  autentik

yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  yang  berisikan  tentang

keabsahan  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat,  Berdasarkan  hal  tersebut

Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai

Pasal 285 R.Bg, juncto pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai

Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan  juncto Pasal  7 ayat (1) Kompilasi  Hukum Islam,  untuk  itu  harus

dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

belum pernah  bercerai  serta  mempunyai   legal  standing untuk  mengajukan

perkara (persona standy in Judicio);    

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  yang  diajukan  Penggugat  di

persidangan,  setelah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  ternyata  saksi  tersebut

adalah Paman  Penggugat,  telah  dewasa  atau  cakap  hukum  sebagaimana

ditetapkan  Pasal  1912  KUH Perdata,  dan  telah  disumpah sesuai  kehendak

Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  saksi  tersebut,  menyatakan

Penggugat dan Tergugat  adalah suami isteri sah, setelah menikah Penggugat

dan Tergugat  tidak pernah tinggal  satu rumah serta  hidup bersama masing-

masing Penggugat  dan  Tergugat bertempat   tinggal di  rumah orangtuanya,

sewaktu mereka menikah Penggugat sudah hamil 7 (tujuh) bulan  kedua saksi

menyampaikan keterangan di hadapan persidangan secara terpisah,  akhirnya

sejak  7 (tujuh) tahun yang lalu  kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal,

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi,

dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan

sebagaimana dikehendaki berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 308

dan 309 R.Bg,    kesaksian  tersebut telah memenuhi syarat materiil, diterima

sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna;
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 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, keterangan Penggugat

dan  seluruh  alat  bukti  dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  menemukan  fakta

hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut: 

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat adalah  suami  isteri  yang  telah

menikah pada tanggal  30 Juli 2012 di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten

Temanggung,  Provinsi  Jawa  Tengah,  Penggugat  dan  Tergugat telah

mempunyai seorang anak; 

2. Bahwa, keadaan rumah tangga  Penggugat dan Tergugat dari awal

sudah tidak harmonis,mereka tidak pernah tinggal  satu rumah, karena

waktu  pernikahan  Penggugat  sudah  hamil  7  (tujuh)  bulan,  setelah

menikah  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  memberikan

nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa,  sejak  7  (tujuh)  tahun  yang  lalu  Penggugat  dan  Tergugat

pisah rumah sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara

menasehati Penggugat  dan  untuk rukun kembali  dalam rumah tangga

akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa

membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya

dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan

yang  berlaku  (vide Pasal  34  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan);

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim menilai  alasan tuntutan perceraian

yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

(f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  juncto Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam.  Untuk  itu,  Penggugat  harus  dapat  membuktikan

tentang  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran,  kuantitas  dan  kualitas  serta

akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum di  atas,  Majelis  Hakim

menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti  tidak rukun lagi

karena sejak menikah 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak

pernah tinggal  satu rumah Tergugat  lansung pergi  meninggalkan Penggugat

tanpa  memberikan  nafkah  sampai  sekarang dan  selama  itu  pula  tidak  ada

komunikasi antara kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim

berpendapat  Tergugat  tidak ada tanggung jawabanya sebagai  suami  karena

Tergugat  pergi  tanpa  alasan  yang  sah  menurut  hukum,  dan  Tergugat  patut

dinyatakan  melanggar  amanah  Pasal  34  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa selain  itu,  Majelis  Hakim berpendapat  Penggugat

telah  berhasil  membuktikan  perihal  Tergugat  telah  pergi  meninggalkannya

selama   lebih kurang 7 (tujuh) tahun tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Selama itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada. Fakta

hukum  tersebut  menunjukkan  bahwa  peristiwa  pisah  rumah  tersebut

merupakan telah menyebabkan semakin surut dan hilangnya nilai bahagia dan

rasa nyaman dalam berumah tangga. Dengan demikian, sebagaimana petunjuk

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  379/K/AG/1995,

tanggal  26  Maret  1997,  Majelis  Hakim  berpendapat  perlu  menilai  kembali

peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang tidak berhasilnya seluruh upaya

perdamaian  baik  yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga  maupun  oleh  Majelis

Hakim  dalam  persidangan,  dan  sikap  Penggugat  yang  tetap  teguh  ingin

bercerai dari Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk

bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit

dan  tidak  ada  harapan  untuk  dirukunkan  lagi  dalam rumah tangga  (broken

marriage).  Dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  dapat  lagi  menegakkan  rumah tangga  sebagaimana  maksud

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 
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Menimbang,  bahwa  perkawinan  adalah  sebuah  perbuatan  yang

termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi

pribadi  yang  menjalankannya dan  dilakukan untuk  meraih  kebahagiaan dan

ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil

syar’i  sebagaimana  maksud  Al-Quran  dalam  surat  Ar-Ruum ayat  21  yang

berbunyi:

لأَيٓتَٰٖ                  لكَِ ذَٰ فِي إِنَّ ورََحمَۡةًۚ وَدَّةٗ مَّ وَجَعَلَبيَۡنكَمُ إِليَۡهَا ْ ِّتسَكۡنُوُٓا ل جٗا أزَوَٰۡ أنَفسُِكمُۡ نۡ مِّ خَلقََلكَمُ أنَۡ ءَايتَِٰهِۦٓ وَمِنۡ

يتَفَكَرَُّونَ   لقِّوَۡمٖ

Artinya : Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya  kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak

ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal

tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  tindakan  untuk  mempertahankan

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  sebuah  kesia-siaan,  akan

menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik

secara  lahir  maupun batin  dan pilihan dengan menceraikan Penggugat  dan

Tergugat  adalah  jalan  terbaik  untuk  menyelesaikan  masalah  rumah  tangga

mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

احلحمحصحاحلححح      جحلحبح عحلحىح محقحدحمح احلحمحفحاحسحدح دحرحأح

Artinya : Menolak  kerusakan  lebih  utama  daripada  mengupayakan

kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas dan

Tergugat terbukti telah meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun tanpa

alasan  yang  sah,  Majelis  Hakim  berpendapat  gugatan  Penggugat  telah
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beralasan menurut  hukum sesuai  dengan bunyi  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  19  huruf  (b)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Jis.  Pasal  116  huruf  (b

Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat

patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut

agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci

menuntut  jenis  talak  yang  akan  dijatuhkan,  maka  sesuai  dengan  ketentuan

Pasal  119  ayat  (2)  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam,  Majelis  Hakim

memutuskan  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  putus  karena  perceraian

dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  perubahan  kedua  atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  maka

Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3.  Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas satu ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sengeti  pada hari Selasa  tanggal 28 Mei  2019 Masehi, bertepatan
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dengan tanggal  23 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh  Dra. Emaneli, M.H. sebagai

Ketua Majelis, Dra. Fatimah, M.Sy. dan Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga,  pada kegiatan sidang diluar gedung

bertempat  di  Aula  Kantor  Kepala  Desa  Sebapo,  Kecamatan  Mestong,  oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh

Haristo,  S.H.  sebagai  Panitera Pengganti  serta  dihadiri  oleh Penggugat  dan

diluar hadirnyaTergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota I,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota II,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Haristo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp    30.000,00

2. Biaya proses : Rp    50.000,00

3. Biaya panggilan/PNBP : Rp 820.000,00

4. Redaksi : Rp 10.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00
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Jumlah Rp   916.000,00

(sembilan ratus  enam  belas satu  ribu

rupiah); 
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